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ABSTRACT

IMPLEMENTATION EDUCATION POLICY
ASSISTANCE PROGRAM OPERATIONS REGIONAL SCHOOL
(BOSDA) IN SMA NEGERI 1 KASUI WAY KANAN

By
DUWI MEILINA

The propose of the researched to analyzed and described, organizational structure,
mechanisms, monitoring systems, barriers, and response/feedback stakeholders in
SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan. This researched method using descriptive
qualitative approach, the data obtained from interviews in the form of opinions,
feedback, information, concepts and information in the form of a description in
exposing the problems, document review and field observations as supporting
data in data retrieval. The results of the reseached indicate that (1) the
organizational structure of Way Kanan district, there are two teams, namely a
steering committee and management team. The management team is divided into
two, namely the team managers and the implementation team. SMA Negeri 1
Kasui Way Kanan is an implementation team in the education unit comprised of
the Principal as Chair, Vice Principal, Treasurer School, Secretary of the
Committee, as well as members, (2) the implementation mechanism has worked
well but require follow-up evaluation, (3 ) the proposed of monitoring systems to
monitor and foster the implementation of the program and be accountable for
funding, (4) barriers that are found in the implementation of the program into the
evaluation of the implementation of the program as well as an input to the
program, (5) the response/feedback stakeholders there are two is positive and
negative responses, it can be used as a contribution and motivation for the
progress of the program.

Keywords: implementation, education policy, program BOSDA



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
DI SMA NEGERI 1 KASUI WAY KANAN

Oleh
DUWI MEILINA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan, struktur
organisasi, mekanisme, sistem  monitoring, hambatan-hambatan, dan
respon/tanggapan pemangku kebijakan (stakeholder) di SMA Negeri 1 Kasui Way
Kanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data
diperoleh dari wawancara berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep dan
keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah, kajian
dokumen dan observasi lapangan sebagai data pendukung dalam pengambilan
data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) struktur organisasi di kabupaten
Way Kanan terdapat dua tim, yaitu tim pengarah dan tim manajemen. Tim
manajemen terbagi dua, yaitu tim penanggungjawab dan tim pelaksana. SMA
Negeri 1 Kasui Way Kanan adalah tim pelaksana di satuan pendidikan terdiri atas
Kepala Sekolah sebagai Ketua, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah,
Sekertaris Komite, serta anggota-anggota, (2) mekanisme implementasi telah
berjalan dengan baik namun memerlukan evaluasi lanjutan, (3) sistem monitoring
bertujuan untuk memantau dan membina pelaksanaan program serta
mempertanggungjawabkan dana bantuan, (4) hambatan-hambatan yang ditemukan
dalam pelaksanaan program menjadi evaluasi dalam pelaksanaan program serta
menjadi masukan terhadap program, (5) respon/tanggapan pemangku kebijakan
(stakeholder) terdapat dua respon yaitu positif dan negatif, hal tersebut dapat
dijadikan kontribusi dan motivasi demi kemajuan program.

Kata kunci: implementasi, kebijakan pedidikan, program BOSDA
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan yang mutlak
yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan sangat diperlukan bagi suatu
kelompok manusia agar dapat hidup berkembang sgaan dengan aspirasi (cita-
cita) untuk maju, sgjahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.
Secara khusus fungsi dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 dan 3. Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belgjar dan proses
pembelgaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara.

Menurut Dwikarya daam Fuad (2013:04), pendidikan adaah upaya
memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang

disebut mendidik. Pendidikan ialah pemanusian manusia muda.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pendidikan sangat

mempunyai peranan yang sangat penting untuk manusia. Pendidikan tidak hanya



dipandang sebaga usaha pemberian informas dan pembentuk keterampilan sgja,

namun dapat membentuk manusia menjadi lebih berkulitas.

Menurut Hadjar Dewantara dalam Ihsan (2002:05), pendidikan umumnya berarti
daya upaya untuk memgukan bertumbuhnya budi pekerti kekuatan batin,
karakter, pikiran (intelek) dan tubuh anak dalam taman siswatidak boleh dipisah-
pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup,

kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.

Berdasarkan pernyataan di atas telah jelas dapat ketahui bahwa pendidikan
sangatlah penting untuk kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya dipandang
sebagal usaha pemberian informasi dan pembentukan ketrampilan, namun
diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan,
dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang

memuaskan.

Menurut Burhanuddin (2003:67), terkait dengan sumber daya manusia Indonesia
yang berkualitas, pendidikan adalah modal utama dalam pembangunan
masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam serta
sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi berlipat daya guna
bila dikelola dan diatur oleh sumber daya manusia yang terdidik dan ahli di
bidangnya melalui penggjaran. Hal ini sudah dibuktikan oleh Indonesia dalam
rentang segjarah selama ini, bahwasanya Indonesia mempunyai kemampuan yang
unggul, sudah saatnya Indonesia berpikir keras sekaligus bertindak nyata dalam
memajukan pendidikan, pendidikan merupakan sarana pengembangan sumber

daya manusia (SDM). Apabila seluruh rakyat Indonesia mempunyai sumber daya



yang bailk maka hal ini pasti berdampak pada kemguan negara, kemudian

menghasilkan kemakmuran dan kesgjahteraan masyarakat seluruh Indonesia.

Menurut Suharno (2009:12), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan.
Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang dibedakan artinya dengan wisdom
yang arti nya kebijaksanaan, pengertian kebijaksanaan memerlukan
pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup

aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan mempunyai arti
sebagi kebijakan suatu daerah atau aturan-aturan yang didalamnya terdapat

berbagi peraturan dan prosedur yang harus dilaksankan didalam pel aksanaannya.

Kebijakan pendidikan sebagai upaya dengan adanya pemerataan pendidikan yang
tidak melepaskan mutu pendidikan. Kebijakan pemerintah antara lain adalah
Bantuan Operasiona Sekolah (BOS), Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa
Miskin (Bidikmisi), program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan
Tertinggal (SM3T), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN),
serta pendirian perguruan tinggi baru merupakan sebagian dari upaya untuk
meningkatkan akses pendidikan secara inklusif dan berkeadilan. Kebijakan
pemerintah tersebut diharapkan masyarakat tidak ada lagi alasan untuk tidak
mendapatkan pendidikan serta ada kesenjangan untuk masyarakat menengah ke

bawah untuk dapat mendapatkan akses pendidikan.

Menurut Okorama (2000:190), Educational policies are initiatives mostly by
governments that determine the direction of an educational system. Berdasarkan

pendapat tersebut bahwa kebijakan pendidikan merupakan inisiatif kebanyakan



oleh pemerintah yang menentukan arah sistem pendidikan, perkembangan
pendidikan dipengaruhi oleh pemerintah. Pendidikan sangat mengharapkan
adanya kebijakan pendidikan yang dapat mempunyai kontribusi yang efektif

dalam memajukan sistem pendidikan di suatu wilayah.

Menurut Awokoya dalam Okoroma (2006:46), educational policy is directed
towards increasing the quality of life of a people. Berdasarkan pendapat tersebut
bahwa tujuan kebijakan apa pun untuk memenuhi kebutuhan, tekanan masyarakat
individu dan tingkat kompleksitas dan kecanggihan yang disosialisasikan personil
harus dididik dan dilatih untuk memenuhi tuntutan tersebut hal itu

dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa kebijakan pendidikan sangat
mempunyai intervensi yang berdampak terhadap pendidikan di suatu wilayah,
oleh sebab itu kebijakan pendidikan dapat memberikan kontribusi yang maksimal

dalam dunia pendidikan.

Menurut Sihombing (2003:16), dalam perkembangan pendidikan, masalah biaya
menjadi masalah paling sentral untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan,
karena biaya dianggap akan menghambat proses pendidikan yang nantinya akan
menyangkut pada masalah sarana prasarana, proses pembelgaran, dan tenaga
pendidik. Keterbatasan biaya mengakibatkan banyak orang tua yang enggan
menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga tingkat siswa yang

mel anjutkan sekolah rendah.

Setelah diamati oleh pendliti ternyata ada banyak faktor dalam pelaksanaan

pendidikan di Way Kanan dan sadah satunya yang paling mendasar adalah



masalah biaya, permasalahan ini menjadi masalah yang paling sensitif karena
akibat kurang biaya maka anak usia sekolah setelah lulus SMP atau MTS mereka
tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMA, SMK dan Aliyah, karena masyarakat
menganggap terlalu besar biaya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih
tinggi. Oleh sebab itu, jelas menjadi sebuah permasalahan yang tidak hanya
masalah biaya tetapi masih terdapat kurang kesadaran orang tua untuk
menyekolahkan anaknya maka faktor biaya dijadikan aasan untuk tidak
menyekolahkan anaknya. Permasalahan yang terjadi menjadi perhatian oleh
pemerintah kabupaten Way Kanan dan membuat solusi untuk mengatasi masalah
pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten Way Kanan membuat sebuah
kebijakan pendidikan dengan tujuan agar permasalahan biaya sekolah dapat
teratasi, untuk mengatasi permasal ahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Way
Kanan telah membuat suatu kebijakan pendidikan yang disebut program Bantuan
Operasiona Daerah (BOSDA) sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Way
Kanan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan yang

menyeluruh.

Program Bantuan Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) adalah bantuan dana
penyelenggara pendidikan dan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah
Way Kanan yang bertujuan untuk pendanaan biaya investass dan biaya
operasional bagi seluruh satuan pendidikan dalam penyelenggara dan pengelolaan
guna mewujudkan sekolah gratis 12 tahun. Bantuan Operasioanl Sekolah Daerah
(BOSDA) adalah suatu layanan (service) yang mempunya tujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku pendidikan sehingga merasa puas sesuai

dengan tujuan program. Tujuan program tersebut sebagai upaya pemerintah dalam



pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh

pendidikan.

Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua masyarakat Indonesia
berhak memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap
pendidikan telah adil jika masyarakat Indonesia bisa menikmati pendidikan
dengan kesempatan yang sama. Menurut Rahman (2010:10), pendidikan adalah
salah satu bentuk “human investment” yang dapat meningkatkan kualitas hidup
(quality of life) baik secara individu, kelompok maupun sebagal bangsa. Berbagal
hasil penelitian menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dapat meningkatkan
pendapatan (earning) seorang individu maupun keluarga, meskipun tidak bersifat
mutlak, kualitas hidup dipengaruhi oleh banyak variabel seperti peluang pasar

kerja, kondis sosia ekonomi baik mikro maupun makro.

Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan tidak mudah dan
instan, pasti memerlukan usaha dan pengorbanan serta membutuhkan proses
pendidikan. Pentingnya pendidikan juga dikemukakan oleh Sihombing (2003:13),
ada beberapa hal yang diharapkan dari pendidikan, yaitu (1) pendidikan
diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaku
utama yang dapat menciptakan kemaguan dan perkembangan, (2) pendidikan
diharapkan dapat memberikan warna dan identitas bangsanya, (3) pendidikan
diharapkan dapat menghasilkan naiknya tingkat kesegahteraan, meningkatkan

status sosia dan nilai diri yang diperolehnya.

Menurut data dari Bappeda (2013), bahwa angka putus sekolah tahun 2006

sebelum dicanangkan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA),



diketahui bahwa data anak usia sekolah yang putus sekolah adalah sekitar 43%
dan diharapkan dengan adanya kebijakan pendidikan seperti pogram Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) dapat mengatas masalah putus sekolah

tersebut.

Menurut ketua DPRD (2012:26), bahwa anggaran 849 miliar APBD 2013
kabupaten Way Kanan dengan porsi 38,79% untuk dialokasikan pada sektor
pendidikan, dan manjadi primadona yang mempunyai anggaran lebih besar.
Alokasi untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp 10 Miliar yang digunakan untuk
pembiayaan pendidikan Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Way
Kanan benar-benar serius dalam mengatasi masyarakat yang putus sekolah karena
kurang biaya dan faktor lainya. Pemerintah Kabupaten Way Kanan berusaha
memutus rantai kemiskinan dengan upaya meningkatkan sumber daya manusia
agar tercipta masyarakat yang mandiri dan berpendidikan, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada
pasal 81 Ayat (1) tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam
APBD untuk sektor pendidikan setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya

dialokasikan 20% dari belanja daerah.

Kewenangan ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah. Peraturan ini membahas berbagal standar pengelolaan dimulai
dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan sampai
pengawasan dan evaluasi yang di dalamnya terdapat program peningkatan angka

pertisipasi  pendidikan. Pencapaian kinerja dalam upaya peningkatan akses



pendidikan melalui Bantuan Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) dapat dilihat

melaui APK dan APM di bawah ini:

Tabel 1.1 Capaian APK dan APM Program Bantuan Oprasional Sekolah Daerah
(BOSDA) di Way Kanan pada tahun 2010-2013

N . Capaian (%)

0 Uraian 2010 2011 2012 2013

1 | APK SDIMI 96,27% | 97.50% | 98.19% 98,26%
APK SMPIMTS 86,34% | 87.32% | 89,14% 89,45%
APK SMA/SMK/MA | 4860% | 51,06% | 55.28% 56,02%

2 | APM SD/MI 11210% | 111.37% | 111.45% | 111.23%
APK SMP/MTS 96,00% | 96.32% | 96.45% 97,02%
APK SMA/SMK/MA | 5500% | 58,09% | 62,75% 63,08%

Sumber data: Data diperoleh dari kantor Bappeda 2013

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda data sebelum dan sesudah adanya
Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), maka diketahui bahwa
anak usia sekolah SD/MI APK pada tahun 2010 adalah 96,27% dan APM adalah
112,10%, jika dilihat dari APK dan APM maka ada peningkatan data, kemudian
APK tahun 2011 adalah 97,50% dan APM adalah 111,3%, dan pada APK tahun
2012 adalah 98,19% dan APM adalah 115,55%, dan APK tahun 2013 adaah
98,26% sedangkan APM adalah 111,23%, jika dilihat dari APM tahun ke tahun
mengalami naik dan turun pada APM, sedangkan pada tahun 2012 ke 2013 APM
mengalami penurunan hal ini kemungkinan diakibatkan suksesnya masyarakat
dalam program KB (keluarga berencana), maka hal ini mempengaruhi perubahan

pada APM setiap tahunnya.

Jenjang sekolah SMP/MTS dapat dilihat bahwa APK tahun 2010 adalah 86.34%
dan APM adalah 96,00%, kemudian APK tahun 2011 adalah 87,32% dan APM

adalah 96,32%, dan APK tahun 2012 adalah 89,14% dan APM adalah 94,45%,



dan APK tahun 2013 adalah 97,02%. Jika dilihat dari APK dan APM jenjang
sekolah SMP/MTS mengalami grafik yang baik, yaitu mengalami peningkatan

setiap tahunnya.

Jenjang sekolah SMA/SMK/MA dapat dilihat APK tahun 2010 48,60% dan APM
adalah 55,00%, kemudian APK tahun 2011 adalah 51,06%, dan APK tahun 2012
adalah 55,28% dan APM adalah 62,75%, kemudian APK tahun 2013 adalah
56,02% dan APM adalah 63,08%, dilihat dari APK dan APM tahun 2010 dalam
tahun tersebut belum adanya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) kemudian pada tahun 2011,2012,2013 telah adanya program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) maka APK dan APM terdapat perubahan
grafik yang meningkat, hal ini menggambarkan bahwa adanya program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) ada dampak yang positif dalam

peningkatan APK dan APM.

Angka Partisipas Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) ini sebagai
perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan
tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam
persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia
sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesual. Berkaitan
dengan perluasan akses pendidikan di Way Kanan maka pemerintah kabupaten
Way Kanan meluncurkan program Bantuan Operasiona Sekolah Daerah
(BOSDA) agar anak usia sekolah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam

pendidikan di setiap jenjang pendidikan.
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Kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
dapat membantu ataupun meringankan beban terhadap masyarakat di Way Kanan.
program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini diluncurkan hanya
bersifat membantu dan meringankan bebas biaya, yaitu meringankan biaya
operasional, sedangkan biaya lain untuk keperluan siswa tetap ditanggung oleh
orang tua. Menurut data yang didapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk
program Bantuan Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) pada tahun 2013 dapat
dilihat padatabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Sumber data P2KA 4 April 2016
Jenjang pendidikan Besaran Biaya

Tingkat SMA Negeri Rp 750.000 /siswaltahun
Tingkat SMK Negeri/Swasta | Rp 1.000.000/siswaltahun
Tingkat MA Negeri/Swasta Rp 750.000 /siswaltahun
Tingkat SMP Negeri/Swasta Rp 60.000/si swal/tahun

Berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) diteliti melalui proses dalam praktis di
lapangan. Bantuan yang terbatas tersebut diharapkan mampu meningkatkan
jumlah siswa melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Oleh karena itu,
dipandang perlu mengkaji dan meneliti lebih jauh melalui sebuah penelitian
tentang kebijakan pemerintah daerah kabupaten Way Kanan dalam program
penanggulangan tingkat siswa melanjutkan sekolah melalui program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA). Program pendidikan gratis melalui
program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini telah berjalan dari
tahun 2011 sampai sekarang dalam implementasi kebijakan subjek pendidikan
terdapat tiga pendekatan, yaitu (1) pendekatan formulasi, (2) pendekatan

implementasi, (3) pendekatan monitoring dan evaluasi.
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1.2 Fokus Pendlitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Kabupaten Way
Kanan Subfokus penelitian ini adalah

1.2.1 Struktur organisasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di
SMA Negeri 1 Kasui Kabupaten Way Kanan.

1.2.2 Mekanisme implementas kebijakan pendidikan program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui
Kabupaten Way Kanan.

1.2.3 Sistem monitoring dalam implementasi kebijakan pendidikan program
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui
Kabupaten Way Kanan.

1.2.4 Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan program
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui
Kabupaten Way Kanan.

1.2.5 Respon pemangku kebijakan (stakeholder) di SMA Negeri 1 Kasui Way
Kanan terhadap keberadaan kebijakan program Bantuan Operasiona

Sekolah Daerah (BOSDA)

1.3 Pertanyaan Pendlitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian, permasalahan penelitian ini secara
umum adalah bagaimanakah implementas kebijakan pendidikan program

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui
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Kabupaten Way Kanan. Secara khusus permasalahan penelitian dirumuskan

sebagai berikut:

131

132

133

134

135

Bagaimanakah struktur organisasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Kabupaten Way Kanan?
Bagaimanakah mekanisme implementasi kebijakan pendidikan program
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui
Kabupaten Way Kanan?

Bagaimanakah sistem monitoring dalam implementasi kebijakan
pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di
SMA Negeri 1 Kasui Kabupaten Way Kanan?

Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam implemntass kebijakan
pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di
SMA Negeri 1 Kasui Kabupaten Way Kanan?

Bagaimanakah respon pemangku kebijakan (stakeholder) di SMA Negeri
1 Kasui Way Kanan terhadap keberadaan Kebijakan Program Bantuan

Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA)?

1.4 Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan

141

142

struktur organisas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di
SMA Negeri 1 Kasui Kabupaten Way Kanan,

mekanisme implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan
Operasional Sekolah Daegrah (BOSDA) di SMA Negei 1 Kasui

Kabupaten Way Kanan,



143

144

145
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sistem monitoring dalam implementasi kebijakan pendidikan program
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui
Kabupaten Way Kanan,

hambatan-hambatan dalam implementasi  kebijakan pendidikan program
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui
Kabupaten Way Kanan,

respon pemangku kebijakan (stakeholder) di SMA Negeri 1 Kasui Way
Kanan terhadap keberadaan kebijakan program Bantuan Operasional

Sekolah Daerah (BOSDA),

1.5 Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritik dan

praktik,

151

152

Secara teoritik, pengembangan ilmu dengan cara memberikan gambaran
nyata kepada penelitian sgjenis yang memfokuskan kepada penelitian dan
implementasi kebijakan pendidikan untuk dapat dilaksanakan dengan
sesuai prosedur dan peraturan yang ada.

Secara praktis, memberikan gambaran yang nyata sebaga bentuk
kontribus untuk pemerintah daerah kabupaten Way Kanan sebagal
masukan tentang perbaikan-perbaikan yang perlu dilaksanakan dalam
implementasi program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Sekolah-sekolah di daerah kabupaten Way Kanan sebagai stakeholder
dalam implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA) di kabupaten Way Kanan. Tokoh masyarakat

yang peduli terhadap pendidikan sebaga masukan tentang perlunya
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151

152

153

154

155

156
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keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Way Kanan.
Definisi I stilah

Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan
faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperaskan dalam sebuah
lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan mengambil keputusan
agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisatercapai.

Program Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah penerapan
kebijakan yang dapat membantu masyarakat dalam pembiayaan
operasional sekolah supaya masyarakat Way Kanan dapat terus
mel anjutkan jgjang yang selanjutnya.

Struktur organisasi suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit
kerja dalam sebuah organisasi, dan antara komponen bagian-bagian dalam
organisasi saling berkaitan.

M ekanisme pel aksanaan adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan
yang dilaksanakan oleh seseorang/beberapa orang dengan menggunakan
tatanan dan aturan serta aur komunikasi dan pembagian tugas sesuai
dengan profesiondlitas.

Sistem monitoring sebagal suatu proses mengukur, mencatat,
mengumpulkan, memproses dan dikomunikasikan informasi untuk
membantu pengambilan keputusan manajemen program/projek

Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dalam diri sendiri yang
memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi

secaratidak konsepsional.
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157 Respon/tanggapan dari stakeholder terhadap kebijakan pendidikan
program Bantuan Operasioana Sekolah Daerah (BOSDA) adalah
kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan

dan kelangsungan hidup organisasi.
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TINJAUN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan sering kali disamakan dengan istilah politik, program, keputusan,

undang-undang, aturan, ketentutan-ketentuan, kesepakatan dan rencana strategis.

Menurut Dunn (2000:131), analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosia terapan
yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks
argumentas dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas diketahui pembuatan kebijakan bersifat politisi, dan
analisis kebijakan digunakan dalam proses pembuatan kebijakan. Para analisis
kebijakan merupakan satu dari banyak tipe pelaku kebijakan lainnya dalam sistem

kebijakan.

Menurut Hoy dan Miskel dalam Okorama (2006:215), policies are not only
formulated but also programmed, communicated, monitored and evaluated.
Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa kebijakan tidak hanya
dirumuskan tetapi juga diprogram, dikomunikasikan, dimonitor dan dievaluasi.
Oleh sebab itu, kebijakan dirumuskan sesual tujuan program supaya program

dapat tepat sasaran.
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Menurut Dunn (2000:132), kebijakan publik (public policy) adalah pola
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling
tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh
badan atau kantor pemerintah. Menurut Gamage dan Pang dalam Syafaruddin
(2008:75), kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau
lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai
yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan

program.

Menurut Abidin (2008:76), kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang
dengan kewenanganya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.
Kebijakan publik sebagai apa yang dihaskan pemerintah dapat merupakan
kebijakan umum, kebijakan teknis, dan kebijakan operasional pada tingkat yang

paling rendah.

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisas
organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan
bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan
ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-
aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh
pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan

eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan
kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sgumlah proses dari semua

bagian dan berhubungan kepada sistem sosiad dalam membuat sasaran sistem.
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Menurut Thompson dalam Syafaruddin (2008:77), kebijakan publik adalah proses
pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input
(masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik)

dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Menurut Pongtular dalam Syafaruddin (2008:78), kebijakan adalah produk
pengambilan keputusan strategis maka jenjang kebijakan dihubungkan dengan

jenjang managjemen, yaitu

1. Mangemen puncak. Kebijakan yang disusun oleh jenjang ini berasal dari
hampir semua sumber. Kebijakan ini mempunyai kepentingan yang tinggi
dan kekhususan yang rendah. Kebijakan jenjang ini cenderung bersifat
umum dan utamanya memiliki wawasan untuk eksternal yang
berhubungan dengan fungsi keuangan, hubungan masyarakat dan
penelitian. Mangjemen puncak biasanya mempunyai kaitan erat terhadap
jangka panjang dan jangka menengah.

2. Mangemen menengah. Kebijakan jenjang ini cenderung mengikuti
perintah atau referensi dari mangemen puncak atau mangemen
menengah. Sumbernya dapat berasal dari budaya, sejarah, ataupun
pendahuluannya. Kebijakan manaemen menengah biasanya lebih penting
dari pada kebijakan mangjemen operasi, tapi kurang penting dari pada
mangemen puncak. Mangemen menengah lebih memperhatikan jangka
waktu menengah dan pendek dengan tetap sesuai dengan kebijakan jangka
panjang;

3. Mangemen operasi. Kebijakan yang ditetapkan pada jenjang ini biasanya
berlaku untuk kegiatan operas dan bidang fungsi semua organisasi.
Kebijakan operasi berasal dari jenjang bawah, sebab itu kurang tegas dan
penting, tetapi lebih khusus dari pada kebijakan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa kebijakan berarti seperangkat
tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu
organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk
organisas dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manaemen puncak
yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip dan

aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah kemasa depan. Secara
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ringkas ditegaskan bahwa hakikatnya kebijakan sebagai petunjuk dalam

organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.

2.2 Kebijakan Pendidikan

Menurut Tilaar dan Riant Nugroho (2008:140), menyimpulkan bahwa pengertian
kebijakan pendidikan merupakan proses dan hasil perumusan langkah-langkah
strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka
untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk

kurun waktu tertentu.

Menurut Linblom dalam Syafaruddin (2008:79), ada tiga pendekatan dan model
kebijakan pendidikan yang sering di gunakan, yaitu

1. Pendekatan analisis, yaitu pendekatan suatu proses membuat kebijakan
yang didasarkan pada pengambilan keputusan tentang masalah dan
beberapa pilihan kebijakan alternatif atas dasar hasil analisis.

2. Pendekatan politik, yaitu pembuat kebijakan atas dasar pengambilan
keputusan tentang pilihan kebijakan dengan pengaruh kekuasaan, tekanan
dan kendali pihak lain.

3. Pendekatan andlisis dan politik, yaitu pedekatan ini digunakan untuk
mengatasi kelemahan yang ada pada pendekatan analisis dan pendekatan
politik.

Pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriftif dan
normatif. Pendekatan deskriftif dimaksudkan untuk menygjikan informas apa
adanya kepada pengambil keputusan, agar pengambil keputusan memahami
permasal ahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan. Pendekatan normatif
di maksud untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan

gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu

kebijakan.
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Model kebijakan menurut Dunn (2000:232), adalah representasi sederhana
mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun

untuk tujuan-tujuan tertentu.

Dunn (2000:233), menyimpulan bahwa ada dua bentuk utama model kebijakan
adalah sebagai berikut:

1. Model deskriptif, menjelaskan dan/atau mendeskripsikan sebab-sebab dan
konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

2. model normatif, menjelaskan dan/atau memprediksikan tetapi juga
memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian
beberapa ultilitas (nilai).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan
dirumuskan untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan
daam pendidikan atau organisas serta sekolah dengan masyarakat dan
pemerintah untuk mencapal tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain,

kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan

pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

2.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Gamage dan Pang dalam Syafaruddin (2003:171), implementasi
kebijakan  akan  sukses manakala  pimpinan/manger pendidikan
mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu komunikasi, dukungan financial dan

struktur birokrasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa implementasi suatu kebijakan
akan berhasil jika pemerintah dapat mempunya dukungan yang penuh terhadap

suatu program, kemudian mempunyai komunikasi yang baik antara pemerintah
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dan stakeholder atau pemangku kebijakan, jika hal itu dapat berjalan dengan baik

maka implementasi pendidikan akan berjalan dengan baik.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012:139),

implementasi kebijakan adalah
* Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan
peradilan. Lazimnya, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang
ingin dicapai, dan berbagi cara untuk menstrukturkan atau mengatur
proses implementasinya”.

Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2012:139), implementas kebijakan

adal ah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapai nya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi
kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan. (2)
adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan. (3) adanya hasil kegiatan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat dissmpulkan bahwa implementasi merupakan
suatu proses dinamis, pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Supandi dalam Imron (2012:66), implementasi kebijakan sebagal suatu
proses menjalankan, menyelenggarakan atas mengupayakan agar aternatif-

aternatif yang telah diputuskan berlaku dalam praktiknya.
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa implementasi sebagai
proses dari suatu kebijakan suatu program dalam hal itu perlu pengupayaan

supaya program dapat berjalan sesuai dengan rencana program.

Menurut Merrile Grindle dalam Agustino (2012:139), pengukuran keberhasilan
implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah
pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada
action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program

tersebut tercapai.

Berdasarkan pendapat tersebut maka implementasi kebijakan merupakan tahapan
yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui
prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat

keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

2.4 Model Pendekatan Implementasi K ebijakan Publik

Model pedekatan implementasi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart
(2000:108), adalah dijelaskan adanya dua pendekatan guna memahami
implementasi kebijakan yaitu, “pendekatan top down dan bottom up. Istilah itu
dinamakan dengan the commond and control approach (pendekatan control dan
komando, yang mirip dengan top down appoarch)” dan the market approach
(pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up approach), masing-masing
pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk

keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.



23

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pendekatan top down
dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominass awal perkembangan

implementasi kebijakan, kemudian keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.

2.5 Implementas kebijakan publik model George C. Edward 111

Menurut George C. Edward Il dalam Agustino (2012:149), dalam pendekatan
implementasi terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan
implementasi  suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi. (2) sumberdaya. (3)

disposisi. dan (4) struktur birokasi.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa keberhasilan

implementasi suatu kebijakan di pengaruhi dari empat variable, yaitu

1. Variabel pertama, yatu komunikas merupakan sadlah satu faktor
keberhasilan pencapaian tujuan dari implementas kebijakan publik.
Apabila komunikasi berjalan dengan baik maka terdapat efektifitas dalam
implementasi kebijakan pendidikan. Diharapkan aktor kebijakan dapat
tepat, akurat, dan konsisten dalam pembuatan keputusan para implementor
semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang di terapkan
dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator dalam variabel komunikasi
adalah (1) transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, seringkali yang terjadi
daam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian
(miskomunikasi), hal tersebut disebagaikan karena komunikasi telah
melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan

terdistros ditengah jalan. (2) keelasan, komunikasi yang diterima oleh
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para pel aksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak
membingungkan (tidak ambigu/mendua). (3) konsistensi, perintah yang
diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan
jelas (untuk diterapkan atau dijalankan), karena jika pemerintah yang
diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan
bagi pelaksana di |apangan.

Variabel kedua, yaitu sumberdaya terdapat indikator yang dapat
mempengaruhi, yaitu (1) staf, sumber daya dalam implementasi kebijakan
adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan
salah satunya disebagiannya oleh staf yang tidak mencukupi, memadai,
ataupun tidak kompeten dibidangnya, maka dari itu dibutuhkan kecukupan
staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan
kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas
yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. (2) informasi, dalam
implementasi kebijakan. (3) wewenang, pada umumnya kewenangan harus
bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. (4) fasilitas, fasilitas fisik
juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

. Variabel ketiga, yaitu disposis mempunyai indikator sebaga berikut, (1)
pengangkatan birokrat, disposisi atau Skap para pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementas
kebijakan bila personol yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan
yang diinginkan oleh pegabat-pgabat tinggi. (2) insentif, Edward
menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi

masalah kecenderungan para pelaksana adalah orang bertindak menurut
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kepentingan mereka sendiri, maka memanipulas insentif oleh para
pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pel aksana kebijakan.

4. Variabel keempat, yaitu struktur birokrass dalam ha ini sangat
mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah
struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu
kebijakan tersedia, atau para pelaksanaan kebijakan mengetahui apa yang
seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan
suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana
atau teredlisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.
Keempat variabel tersebut jika dapat bersinerji dalam pelaksanaannya
maka kesuksesan dalam implementasi kebijakan dapat berjalan dengan
baik.

2.6 Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

2.6.1 Pengertian program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) adalah suatu kebijakan
program pemerintah Way kanan yang berkorelasi dari BOS pusat dibentuk untuk
mewujudkan pendidikan gratis wajib 12 tahun, program Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA) dibentuk pada tahun 2011 oleh peraturan Bupati Way
Kanan No: 24 tahun 2011 dan dirancang dan dievaluasi oleh Bappeda,
penyelenggara dari program ini adalah Dinas Pendidikan sebagai tim mangemen
dari program Bantuan Operasional Sekolah Dearah (BOSDA) dan juknis dari
program tersebut, adapun breakdown dari program ini adalah P2KA. APBD yang
sebagal dasar pendanaan program Bantuan Operasioanl Sekolah Daerah

(BOSDA) disesuaikan dengan kemampuan kabupaten Way kanan. program
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Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mempunyai 3 pilar, yaitu (1)
sebagai pelayanan dan akseshilitas pendidikan. (2) meningkatkan kompetensi dan
relevans pendidikan. (3) pengelolaan pendidikan dan good governance, dengan
adanya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di kabupaten
Way Kanan terlihat dampak dari kebijakan tersebut dengan melihat APK dan

APM dari masyarakat yang lanjut sekolah.

2.6.2 Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Peraturan Bupati Way kanan No: 24 tahun 2011 tentang pedoman
penyelenggaraan program sekolah gratis program Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) di kabupaten Way Kanan, bertujuan supaya masyarakat dalam
usia pendidikan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian
dengan program Bantuan Operasioana Sekolah Daerah (BOSDA) ini masyarakat
usia pendidikan mendapatkan keringanan dalam pembiayaan sekolah, agar

program bupati Way Kanan gratis pendidikan 12 tahun dapat terwujud.

2.7 Desentralisas Kebijakan dan M anajemen Pendidikan

Desentralisasi  menurut United Nations dalam Yoyon (2011:66), bahwa
desentralisasi itu proses kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama,
dimulai sgjak tahun 1973, yaitu sgjak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang
pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah, terdapat pada PP No. 45

tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22
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tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan disempurnakan UU no 32 tahun
2004. Pelimpahan wewenang ini berlaku pada semua bidang termasuk bidang
pendidikan, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang
disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.
Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan

kebijakan kepada orang-orang pada level bawah daerah.

Sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan
sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang
kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang merupakan
keputusan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Pendidikan termasuk bidang yang
didesentralisaskan ke pemerintah kotalkabupaten. Melalui  desentraisasi
pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan yaitu masalah mutu,

pemerataan, relevans, efisiensi dan manajemen, dapat terpecahkan.

Pengaturan otonomi dalam pendidikan secara tegas dinyatakan dalam PP No 25
Tahun 2000 yang mengatur tentang pembagian kewenangan pemerintahan pusat
dan provinsi. Seluruh urusan pendidikan diluar kewenangan pemerintah pusat dan

provins tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/ kota.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 50 yang berbunyi:
Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta
satuan yang berbasis keunggulan lokal, adanya desentralisas dalam
penyelenggaraan pendidikan daerah bertujuan agar pengolaan dan
penyenggelaraan pendidikan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan daerah yang

bermutu dan adil. Misi utama desentralisasi dalam mang emen pendidikan adalah
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untuk menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat daearh dalam mengelola
pendidikan ini berarti bahwa tugas yang paling utama dalam desentralisasi
mangjemen pendidikan di daerah harus diprioritaskan pada upaya meningkatkan

partisipasi masyarkat dalam penyelenggaraan pendidikan.

2.8 Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah.

Indonesia adalah suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, pemerintahan di
daerah merupakan bagian intergalnya. Dasar hukum dari adanya pemerintahan
daerah terdapat Undang-sundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945). Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Negara Kesatuan
Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provins dan daerah proving itu di
bagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap provins, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dengan demikian peran
pemerintah daerah adalah segala sesutu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak
baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagal suatu hak, wewenang,
dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesual dengan peraturan

perundang-undangan.
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2.9 Angka Partisipasi

Menurut Theodorososn dalam Suhendi (2009:10), “mengemukakan bahwa dalam
pengertian sehari-hari, partisipas merupakan keikutsertaan atau keterlibatan
seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu”.
Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam
proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap
sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan
memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil (PTO PNPM

PPK, 2007).

Terdapat dua macam angka partisipasi, pertama angka partisipasi kasar atau APK,
kedua angka partisipas murni (APM). Pengertian APM adalah perbandingan
antara jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia
sekolah jenjang tertentu, sedangkan APK digunakan untuk mengetahui banyaknya
anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu,
semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di
suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka partispas sekolah
didefinisikan sebagal perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah
tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk
kelompok usia skolah yang sesua dan dinyatakan dalam presentase, dengan
mengetahual angka partisipasi kita dapat menilai apakah sekolah, daerah,
departemen pendidikan tersebut mempunyai kualitas. APS merupakan ukuran
daya serap, pemerataan, dan akses terhadap pendidikan khusus penduduk usia

sekolah.
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2.10 Pendlitian yang relevan

1. Kebijakan pendidikan dan masalah implementasi di Nigeria. Penelitian ini
bertujuan untuk menunjukan bahwa di Negeria memiliki sistem kebijakan
pendidikan masih sangat buruk karena faktor korupsi dalam politik di negaranya.
Oleh sebab itu, sistem pendidikan dalam pelaksanaan belum efektif ditimbulkan
terutama oleh kurangnya kemauan politik, kurangnya kontinuitas program, dan
korupsi, kemudian tenaga pendidik di Nigeria masih terdapat kekurangan
terutama guru yang profesional, serta masih terdapat minimnya kesadaran
masyarakat di Nigeria tentang pendidikan, serta sistem politik yang menjadi
pengaruh sistem pendidikan yang sangat kurang baik. Oleh sebab itu, hasil dari
penelitian ini memberikan rekomendas supaya pemerintah di Nigeria dapat
membenahi sistem politik dan sistem pendidikan yang saling berkaitan, serta
pemerintah dapat memberikan fasilitas dan pendanaan untuk sector pendidikan
karena peneliti mengharapkan kemagjuan pendidikan di Nigeria supaya dapat

meningkatkan sumberdaya manusia yang berpendidikan.

2. Kebijakan pendidikan gratis di Kenya Penelitian ini  bertujuan untuk
menunjukan bahwa reformasi pendidikan di Kenya adalah pengenalan Gratis
Pendidikan Dasar. Pendidikan di Kenya perlu meningkatkan akses dan
pemerataan penyediaan pendidikan supaya dapat memberantas kebodohan,
kemiskinan dan penyakit yang sedang diadlami di Negara Kenya. Pemerintah
Kenya diharapkan dapat segera membuat sebuah kebijakan untuk mengatas
masalah di Negaranya, dilihat dari data angka putus sekolah yang masih tinggi

menyebabkan kegiatan sistem pendidikan perlu solus untuk mengatasinya. Oleh
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sebab itu, pemerintah Kenya membuat kebijakan pendidikan yaitu pendidikan
gratis sekolah dasar supaya masyarakat Kenya mendapatkan pendidikan yang
layak, karena masyarakat Kenya masih terdapat angka kemiskinan yang menjadi
alasan bagi masyarakat Kenya untuk tidak menyekolahkan anaknya di sekolah
dasar alasan tidak adanya biaya. Hasil penelitian ini menjelasakan dengan adanya
berbagai masalah yang di aami di negara Kenya maka pemerintah Kenya
membuat kebijakan pendidikan yang disebut Pendidikan gratis sekolah dasar yang

bertujuan memberkan layanan pendidikan dan akses pendidikan yang merata.

3. Implementasi kebijakan bantuan pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan
pendidikan masyarakat kota dalam peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A
Tahun 2012). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan bahwa di kabupaten
Surakarta masih ada permasalah dalam pendidikan yaitu masyarkat di Surakarta
masih terdapat angka putus sekolah yang tinggi. Oleh sebab itu, peneliti
mengadakan penelitian dan hasil penelitian tersebut menemukan bahwa masih
adanya kesenjangan pendidikan bahwa masyarakat masih merasa keberatan oleh
biaya pendidikan, karena diindikasian bahwa masyarakat kurang mampulah yang
merasa terbebani oleh biaya sekolah. Permasalahan tersebut sebagai latarbalakang
masalah pemerintah Surakarta, berdasarkan latarbelakang tersebut membuat
sebuah kebijakan yang di sebut kebijakan bantuan pendidikan masyarakat kota
dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 yang bertujuan
supaya masyarakat mendapatkan keringanan dalam menyekolahkan anak-anaknya

tanpa terbebani masalah biaya sekolah.
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2.11 Kerangka Pikir

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan program
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way
Kanan, berdasarkan hasil identifikas masalah yang faktanya bahwa banyak anak
usia sekolah tidak melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Kebijakan
pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah kabupaten Way Kanan adalah
program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bertujuan untuk
meringankan biaya operasional sekolah bagi siswa sekolah yang menjadi input
dalam implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA).

Program Bantuan Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) diimplementasikan
daam proses yang didadamnya terdapat stuktur organisasi, mekanisme
implementasi, sistem monitoring hambatan-hambatan serta respon dari
stakeholder. Keseluruhan didalam proses bertujuan supaya meningkatkan Angka
Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menjadi
output dalam kebijakan pendidikan yang berdampak pada efektivitas sekolah, dan
program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dapat berupaya untuk
meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan uraian di

atas, maka kerangka pikir dapat divisualisasikan sebagai berikut:
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INPUT
SISWA

Instrumen:
1. Kurikulum
2. Kehijakan
3. Anggaran

I

PROSES

== | Implementas

K ebijakan:

1. Struktur

2. Mekanisme
3. Monitoring
4., Hambatan
5. Respon

OUTPUT
APK/APM dan
Sekolah efektif

1

Lingkungan:
1. Stakeholder
2.Komite/orangtua Murid
3. Masyarakat

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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METODE PENELITIAN

3.1 Latar Pendlitian

Topik yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pendidikan
program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui
kabupaten Way Kanan. SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan terletak di kecamatan
Kasui Kabupaten Way Kanan, yang berlokasi dekat areal perkebunan karet milik
masyarakat. Keberadaannya di areal perkebunan ini menciptakan suasana segar,

sguk, yang mendukung suasana belgar menggar yang kondusif.

SMA Negeri 1 Kasui telah berusia 23 tahun dengan jumlah guru 17 guru PNS, 16
orang guru GTT murni, 2 orang TU PNS, 2 orang tenaga TU honorer, 2 orang
Satpam, dan 2 orang penjaga sekolah serta dengan rombongan belgjar 19 kelas.
SMA Negeri 1 Kasui tetap eksis dan mampu bersaing dalam usaha peningkatan
mutu pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 2003/2004
SMA Negeri 1 Kasui menjadi pelaksana terbatas kurikulum 2004, demi
terselenggaranya pembelgaran kondusif dan memenuhi SPM sekolah yang
disyaratkan SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan selalu berupaya menggalang dana
bantuan baik dari pusat maupun daerah, agar sekolah dapat melaksanakan apa
yang diamanatkan oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

daam rangka Peningkatan Mutu Sekolah menuju tahapan (MBS) untuk
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menggapai dan mewujudkan sekolah masa depan sesuai visi dan misi sekolah.
Pada tahun 2007 SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan ditunjuk sebagai salah satu
sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) di kabupaten Way Kanan
pada tahun 2014, SMA Negeri 1 Kasui diberi kepercayaan sebagai Sekolah

Viloting pelaksana kurikulum 2013 sampai sekarang.

3.2 Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Ditinjau dari segi tujuan, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
deskriptif penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang antara
lain mengkaji latar belakang implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan.
Menurut Moleong (2011:49), penelitian kualitatif pada hakekatnya merupakan
suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan
kebenaran. Menurut Sugiono (2013:231), bahwa penelitian kualitatif 1ebih bersifat
deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar, tidak
mementingkan angka, tetapi lebih pada proses. Penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang dilakukan secara cermat, mendalam dan rinci sehingga dapat
mengumpulkan data yang lengkap dan dapat menghasilkan informasi yang
menunjukkan kualitas sesuatu, hasil penelitiannya hanya berlaku bagi wilayah
yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk
dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap
fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian
berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif

menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang
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terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua
keadaan/lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antara fakta, pengaruh

terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

3.3 Kehadiran Pendliti

Penelitian ini mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti
maka kehadiran peneliti dilapangan dalam pendlitian kualitatif mutlak diperlukan.
Kehadiran pendliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang
diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara riset lapangan
sebagal pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian peneliti dapat
menemukan dan mengumpulkan data secara langsung, didalam penelitian ini,
instrumen penelitian adalah pendliti sendiri yang sekaligus sebagal pengumpul
data. Sedangkan instrumen yang lain merupakan instrumen pendukung atau

pelengkap sehingga kehadiran peneliti dilapangan sangat diperlukan.

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk mengamati secara
langsung kegiatan yang berlangsung, fenomena sosial dan gejala psikis yang
terjadi di sekolah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah
kejadian tersebut berbeda jauh atau tidak dengan hasil penelitian yang diperoleh
dari hasil wawancara. Memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-
simbol interaks dilokas penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan
peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan, dengan keterlibatan dan
penghayatan tersebut peneliti memberikan penjelasan dalam menafsirkan makna
yang terkandung didalamnya. Hal tersebut menjadi aasan lain mengapa pendliti

harus menjadi instrumen kunci penelitian.



37

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana,
pengumpul, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil
penelitiannya sendiri. Oleh sebab itu, peneliti harus bisa menyesuaikan diri
dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek
penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki Iapangan merupakan kunci
utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang bak dapat
menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi
akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat
diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesanjang
merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui

secara terbuka oleh subjek penelitian.

Pelaksana kehadiran peneliti dilapangan dalam pengumpulan diawali dengan
observas dan wawancara. Penulis pada tanggal 16 februari 2016 mendatangi
sekolah SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan untuk meminta izin melakukan
penelitian, kemudian penulis di izinkan melakukan penelitian observasi dan
wawancara pada rabu tangga 24 februari 2016 pada hari itu penulis hadir pada
pukul 08.00 di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan kemudian mewawancarai
bendahara sekolah sebagai informan yang bernama Ibu Suzzana, S.Pd pada rabu
24 februari 2016 pukul 08.30 s.d 09.00, penulis berniat mewawancarai Kepala

Sekolah tetapi beliau sedang ada keperluan.

Wawancara berlanjut pada informan yang lain yaitu guru yang bernama Bapak
Sukardi, S.Pd pada hari yang sama yaitu rabu 24 februari 2016 pukul 09.00 s.d

09.30. Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Wakil kepala Sekolah yang
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bernama Bapak Drs. | Nengah Ajin pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 pada
pukul 11.00 s.d 11.30. Pelaksanaan observasi dan wawancara terakhir dengan
mewawancarai Kepala Sekolah yang bernama Bapak Hamdani, S.Pd pada pukul

13.30s.d 14.15.

Pada hari berikutnya pada hari kamis tanggal 25 februari 2016 penulis hadir di
SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan pukul 07.30 kemudian mewawancarai guru
yang bernama Bapak Nurwana, S.Pd. M.Si pada pukul 08.00 s.d 08.30 setelah
wawancara dilanjutkan di kediaman ketua komite sekolah yaitu dengan Bapak
Misbah pada pukul 10.00 s.d 11.00. Wawancara dilanjutkan pada hari minggu
tanggal 28 februari 2016 di kediaman Ibu Rosmala Dewi wali murid dari Fanny
Iradha wawara dilakukan pada pukul 14.00 s.d 14.40, dan dilanjutkan di kediaman
Bapak Imrol Fuadi wali murid dari Restu Melhadi wawancara dilaksanakan pada
pukul 14.45 s.d 15.50, kemudian di kediaman Bapak Abdul Halik wali murid dari

Agustina Sari wawancara dilaksanakan pada pukul 15.60 s.d 16.45.

Pada hari rabu tanggal 30 maret 2016 penulis meminta izin melakukan penelitian
di Bappeda, P2KA dan Dinas Pendidikan kemudian penulis diperkenankan hadir
pada hari senin 4 april 2016 untuk melakukan wawancara, dan observasi. Penulis
hadir di kantor Bappeda untuk menemui Bapak Anang Risgiyanto, SKM.,M.Kes
pada pukul 09.00 kemudian informan bersedia diwawancarai pada pukul 09.30 s.d
10.00, kemudian wawancara dilanjutkan di kantor Dinas Pendidikan untuk
menemui Bapak Agus Hary Irawan, S.T selaku tim pengawasan program BOSDA
pada pukul 10.05 s.d 10.45, dan dilanjutkan di P2KA untuk menemui Bapak

Yanuar Adi Nugroho, S.An selaku bendahara program BOSDA. Observas di
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lakukan pada hari jumat 25 februari 2016 pada pukul yaitu; RAKS, RAPBS,
struktur oganisasi, agenda rapat komite, ruang kelas, jadwa monitoring, ruang
kelas, sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, data guru dan siswa serta prestasi
siswa. Pada hari senin tanggal 4 april 2016 mengobservas saat wawancara yaitu,

Pergub, Juklak, dan Juknis.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kehadiran Peneliti dalam Pengumpulan Data

Kegiatan | No | Nara Sumber Jabatan Waktu
1 | Hamdani, S.Pd Kepala Sekolah | Rabu, 24 Februari
2016, pukul 14.00
s.d 15.00
2 | Suzzana,S.Pd Bendahara Rabu, 24 Februarai
Sekolah 2016, pukul 09.25
s.d 10.20
3 | Misbah. Komite Sekolah | Kamis 25 Februari
2016, pukul 10.00
s.d 11.00

4 | Drs. I Nengah Ajin | Waka Sekolah | Rabu 24 Februari
2016, pukul 11.00
s.d 11.30

5 | Sukardi,S.Pd Guru Rabu 24 Februari
2016, pukul 01.00s.d
01.20

6 | Nurwana, S.Pd, Guru Kamis, 25 Februari
M.Si 2016, pukul
08.00s.d08.30

7 | RosmaaDewi wali Murid Minggu, 28 Februari
2016 pukul 14.00 sd
14.30

8 Imrol Fuadi wali Murid Minggu, 28 Februari
2016 pukul 14.40 s.d
16.45

9 | Abdul Halik wali Murid Minggu, 28 Februari
2016 pukul 14.40 sd
jam 16.45

10 | Gustina Sari (XI) Murid Minggu, 28 Februari
2016 pukul 14.40 sd
jam 16.45

Wawancara
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11 | Fanny Iradha (X1) Murid Minggu, 28 Februari
2016 pukul 14.00 s.d
14.30
12 | Restu Meihadi (X1) | Murid Minggu, 28 Februari
2016 pukul 14.40 sd
16.45
11 | Anang, M.Pd Bappeda Senin, 4 April 2016
pukul 11.00 sd
12.00
12 | Agus Hary Irawan, | Dinas Senin, 4 April 2016
ST Pendidikan pukul  10.00 sd
11.30
13 | Yanuar Adi P2KA Senin, 4 April 2016,
Nugroho, S.An pukul 09.00 s.d
10.00
Kegiatan | No | Objek observasi
9 | RKS, RAKS, SPJ, PERBUP, Senin, 4 April 2016
JUKNIS, JUKLAK pukul 11.47 s.d 12.00
7 10 | Struktur organisasi, Agenda Rapat | Jumat,26 Februari 2016
> Komite, Daftar Hadir, Jadwal 08.00 s.d 10.00
§ Monitoring, Ruang kelas, Sarana
O dan Prasarana, lingkungan
sekolah, data guru, data siswa,
presasi siswa

3.4 Datadan Sumber Data Penditian

3.4.1 DataPenditian

Mutu penelitian dan hasil penelitian Menurut Sugiyono (2010:193), dapat di

pengaruhi oleh dua hal, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas

pengumulan data, adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini agar

diperoleh hasil penelitian yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

hasilnya, maka data penelitian akan di bagi menjadi 2 bagian, yaitu (1) sumber

data primer yaitu data yang diambil langsung diambil dari informan. (2) sumber

data sekunder.
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Sumber data primer diantaranya kepala sekolah, komite, bendahara, guru, Wali
murid, dan murid, Bappeda, P2KA, Dinas Pendidikan. Menurut (Moleong
2011:42), data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen dan foto yang
dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Karakteristik data sekunder

berupa tulisan, rekaman, gambar atau foto.

Tabel 3.2. Daftar informan penelitian

]
c
3
=

No Nara sumber
Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah
Bendahara Sekolah
Komite

Guru

Wali Murid
Bappeda

P2KA

Dinas Pendidikan
Murid

Jumlah

OO N0 WN|F

=
o

R WR R RPRWN R R R R

3.4.2 Sumber Data Pendlitian

Sumber data penelitian sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan
Purposive Sampling, melalui informan kuncinya didapatkan informasi berupa
data-data penelitian yang sangat diperlukan sesuai kebutuhan penelitian. Peneliti
memilih informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi
sumber data yang akurat dan mengetahui masalahnya secara mendalam, kemudian
dikembangkan dengan informan lain melalui Showball dalam penentuan informan

selanjutnya sehingga jumlah data yang akan didapat semakin banyak dan lengkap.



3.4.3 Daftar taksonomi domain penelitian

Table 3.3 Taksonomi domain penelitian
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NO Fokus Indikator I nforman
1| Struktur organisas 1. Penyusunan 1. Bappeda
pelaksanaan organisasi. 2. P2KA
program BOSDA 2. Anggota 3. Dinas
organisasi Pendidika
3. Pembagian tugas 4. Kepaa
organisasi sekolah
5. Bendahara
6. Komite
2| Mekanisme 1. Tujuan 1. Bappeda
pel aksanaan pel aksanaan 2. P2KA
program BOSDA program 3. Dinas
2. Sosidisasi Pendidika
3. Kegiatan 4. Kepaa
pel aksanaan sekolah
program 5. Bendahara
6. Komite
3| Sistem Monitoring 1. Waktu 1. Bappeda
Pelaksanaan moniroring 2. P2KA
Program BOSDA 2. Tujuan 3. Dinas
Monitoring Pendidika
3. Target 4. Kepaa
monitoring sekolah
5. Bendahara
6. Komite
4| Hambatan- 1. Hambatan yang 2. Bappeda
hambatan dalam kemungkinan 3. P2KA
pelaksanaan terjadi dalam 4. Dinas
program BOSDA pel aksanaan Pendidika
program 5. Kepaa
BOSDA sekolah
6. Bendahara
7. Komite
5| Respon Pemangku 1. Tanggapan 1. wali murid
Kebijakan 2. Manfaat 2. Guru
(Stakeholder) 3. Motivas 3. Murid
4. Dukungan
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Tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagai pedoman dalam wawancara dalam

penelitian untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan semua kegiatan penelitian dalam mencari dan
mengumpulkan data selama penelitian ini. Peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu
observasi, wawancara, dokumentasi. Berikut merupakan rincian dari teknik

tersebut.

3.5.1 Observas (pengamatan lapangan)

Menurut Afifudin dan Sarbani (2009:134), observasi adalah pengamatan dan
pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu

ggjaadalam objek penelitian.

Penulis menyimpulkan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data
yang menggunakan pengamatan jenis objek penelitian. Adapun dalam penelitian
ini penulis menggunakan jenis observasi terus terang dan tersamarkan dimana
penelitian terkadang mengatakan pada informan bahwa dia melakukan penelitian

akan tetapi terkadang tidak mengatakan pada informan.

Peniliti melakukan observasi terhadap kegiatan implementasi kebijakan
pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA
Negeri 1 Kasui Way Kanan mulai dari struktur organisasi, mekanisme
pelaksanaan, monitoring, hambatan-hambatan, respon/tanggapan stakeholder,
untuk mendeskripsikan aktivitas yang berlangsung dan orang-orang yang terlibat

pada aktivitas implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Operasiona
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Sekolah Daerah (BOSDA). Data yang diperoleh disesuaikan dengan rancangan
checklist yang telah dibuat oleh peneliti, apabila ada data yang tidak ada dalam

checklist maka data akan dicatat di buku catatan lapangan yang dibawa peneliti.

Mengatasi kekurangan yang terjadi selama penelitian berlangsung, peneliti akan
memanfaatkan alat bantu observasi seperti camera video, menetapkan definisi
operasional, menetapkan parameter yang jelas, melibatkan observasi yang lebih
sebagai pelengkap, dan mengupayakan agar subjek yang sedang diobservasi tidak

tahu bahwa ia sedang diobservasi.

Hal-hal yang perlu untuk diobservas dalam penelitian ini diantaranya, struktur
organisas pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA),
mekanisme pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA), kelengkapan data dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional

Sekolah Daerah (BOSDA), SPJ, Perbup, Juklak, Juknis.

3.5.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:317-318), wawancara terbagi menjadi tiga macam, yaitu
(@) wawancara berstruktur yaitu wawancara dimana pendliti telah mengetahui
pasti informasi yang akan diperoleh dan pendliti telah menyiapkan rangkaian
pertanyaan untuk wawancara. (b) wawancara tak terstruktur adalah wawancara
dimana peneliti tidak menyiapkan panduan wawancara dan lebih bersifat bebas.
(c) wawancara semi terstruktur merupakan paduan antara wawancara terstruktur
dan tak terstruktur, peneliti melakukan wawancara lebih bebas namun pendliti

juga menyiapkan panduan wawancara.



45

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa wawancara merupakan salah satu alat
pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan dialog dengan narasumber

untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur,
peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang merupakan pertanyaan mengenai
implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Opersioanl Sekolah Daerah
(BOSDA), dan apabila saat melakukan wawancara ada hal-hal yang dirasa pendliti
kurang mendalam maka peneliti dapat menggunakan informasi yang lebih

mendalam.

Peneliti menentukan informan yang diwawancarai, selanjutnya peneliti melakukan
wawancara kepada informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Mengatasi
permasal ahan selama melakukan wawancara. Peneliti menggunakan perekam data
berupa lembar catatan lapangan dan handphone sebagai alat bantu merekam.
Setelah selesa melakukan wawancara, peneliti mencatat pada buku catatan
lapangan dan menganalisa hasil wawancara serta memilah-milah data yang telah

diperoleh.

3.5.3 Dokumentasi

Berikut ini penulis sgjikan teknik pengumpulan data secara keseluruhan yang

digunakan dalam penelitian sebagai berikut:
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Tabel 3.4 Teknik pengumpulan data

NO Fokus Data Subfokus Teknik
Pengumpulan Data
1 | Struktur 1. Penyusunan 1. Observas
organisasi organisasi. 2. Wawancara
2. Anggota 3. Dokumentasi
organisasi
3. Pembagian
tugas organisasi
2 | Mekanisme 1. Tujuan 1. Wawancara
pel aksanaan pel aksanaan 2. Observas
program BOSDA program 3. Dokumentasi
2. Sosidisasi
3. Kegiatan
pel aksanaan
program
3| Sistem 1. Waktu 1. Wawancara
Monitoring moniroring 2. Observas
Pelaksanaan 2. Tujuan 3. Dokumentasi
Program BOSDA monitoring
3. Target
monitoring
4| Hambatan- 1. Hambatan yang 1. Wawancara
hambatan dalam kemungkinan
pel aksanaan terjadi dalam
program pel aksanaan
program
5| Respon 1. Tanggapan 1. Wawancara
Pemangku 2. Manfaat
Kebijakan 3. Motivas
(Stakehol der) 4. Dukungan

Dokumentasi yang dicek dalam penelitian ini adalah dokukmen-dokumen terkait
dengan objek penelitian implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan
seperti, instrument sruktur organisasi program, SPJ, Juklak, Juknis, Perbup,

RKAS, foto dan sebagainya.
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Berdasarkan tabel di atas peneliti dapat lebih dalam dan penyeluruh untuk

mendapatkan informasi atau data terkait penelitiannya.

3.6 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992:20), teknik analisis data dilakukan secara
interaktif melalui proses reduks data, dan penygjian data, verifikasi/penarikan

kesimpulan.

Secara operasional transkrip wawancara dibaca secara berulang-ulang untuk
dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan subfokus
penelitian dan sumbernya. Pemberian kode sangat diperlukan untuk memudahkan
pelacakan data secara bolak-balik. Secara rinci pengkodean dibuat berdasarkan

pada teknik pengumpulan data dan informasi seperti padatabel berikut.

Tabel 3.5 Pengkodean informan

Teknik pengumpuan data | Kode | Sumber data Kode
Wawancara W 1. Kepalasekolah KS
Observasi @] 2. Bendahara BS
Dokumentasi D Sekolah
3. Komite KM
4. Bappeda BP
5. P2KA PK
6. DinasPendidikan | DP
7. Wakil Kepala| WS
Sekolah
8. Guru GR
9. wali Murid WM
10. Murid MR

Pemberian kode memudahkan pemasukkan ke dalam matrik cek dan tingkat
kegjenuhan dan menghindari adanya data penting tertinggal. Penggunaan matrik

cek data memudahkan penentuan tingkat kejenuhan pada setiap fokus penelitian
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penelitian dan menghindari kesulitan analisis karena menumpuknya data pada
akhir periode pengumpulan data. Penggunaan kode informan ditunjukkan pada

gambar.

Wawancara

Kepala Sekolah

Informan ke

Fokus ke

Urutan pertanyaan dalam fokus
Gambar 3.1 Sistem pengkode informan pada penelitian ini
Modifikasi Sowiyah (2005)

Kode W adalah wawancara, kode KS menunjukkan kepala sekolah, kode langka
pertama adalah informan ke 1 yang penulis wawancarai, kode 2 angka kedua
menunjukkan fokus kedua, dan kode 3 angka ketiga munnjukkan urutan dari tiap

fokus.

3.6.1 Reduksi Data

Mereduks data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak
perlu. Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian. Seorang
peneliti dapat menemukan kapan sga waktu untuk mendapatkan data yang
banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode wawancara, observas,
dokumentasi, atau berbagal dokumen yang berhubungan implementasi kebijakan

pendidikan, dengan demikian data yang telah direduks akan memberikan
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gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya data tambahan bila diperlukan.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah
menygjikan data. Penygjian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
tabel, grafik, hubungan antar kategori dan sgenisnya. Melalui penyajian data
tersebut maka akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan secara
sistematis atau simultan sehingga data yang akan diperoleh dapat menjelaskan dan

menjawab permasalahan yang diteliti.

3.6.3 Verifikas Data

Setelah data disgjikan, maka peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang
peneliti sgikan dengan cara memverifikasikan kepada orang yang lebih ahli
dalam hal penyagjian data yaitu informan, namun dapat juga dosen maupun teman
sehingga setelah itu peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan yang tepat dan

akurat.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan yang dilakukan dari reduksi
data dan display data sehingga data dapat dismpulkan, dalam hal ini pendliti
masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara
yang dilakukan mungkin masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan
dengan cara merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman

sgawat sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai, dengan demikian kesimpulan
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dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal,
tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa fokus dan
subfokus dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan
berkembang setelah penelitian dilapangan. Oleh karena itu, dalam analisis data ini
peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan dan
menginterprestasikan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan program
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui

Kabupaten Way Kanan.

Langkah-langkah andlisis data yang dilakukan dalam penelitian ini digambarkan

pada bagan alur seperti dibawah ini.

Teknik interaktif ini digambarkan sebagai berikut.

Pengumpulan Data | Penyajian
1
v / I
Pengumpulan Penarikan
Data — kesimpulan
sementara
Penarikan ::
kesimpulan < .
khir Verivikas data

Gambar 3.2 Andlisis Data Berdasarkan Model Interktif Miles & Huberman
(1992:20)

3.7 Pengecekan K eabsahan Data

Menurut Sugiyono (2010:302), Pengecekan keabsahan data penetian dilakukan

melalui uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (realibilitas)
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data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas
(obyektifitas).

Penelitian menggunakan uji kredibilitas data yakni dengan melakukan
perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trianggulasi, diskusi dengan
teman sgawat. member check dan analisis kasus negatif. Penelitian melakukan
perpanjangan pengamatan dengan bertujuan supaya penelitian dapat lebih
mendalam, kemudian meningkatkan ketekunan supaya hasil penelitian menjadi
maksimal, penelitian penggunakan trianggulasi data dimana pengambilan data
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan diskusi
dengan teman sejawat sebagai masukan dan saran untuk penelitian, hal ini pendliti

mel akukan diskusi dengan dosen pembimbing, informan dan teman sejawat.

Adapun menurut Sugiyono (2010:330), trianggulasi berarti peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber
yang sama, yakni peneliti menggunakan teknik obseras partisipasif, wawancara

mendalam dan dokumentasi untuk sumber yang sama secara serempak.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa peneliti menggunakan teknik tersebut supaya
mendapatkan informasi dan data yang akurat dari informan dan dapat

menghasilkan penelitian yang lebih baik.

3.8 Tahapan Pendlitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan beberapa tahapan. Menurut Moleong
(2011:127-136), (1) tahap pra lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap

andlis data
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Tahap pertama dalam penelitian ini adalah tahap pra lapangan adalah menyusun
rancangan penelitian, mengurus surat perizinan, dan melakukan penjajakan di

lapangan.

Tahap kedua, yaitu tahap pekerjaan lapangan, tahapan ini peneliti melakukan
persiapan diri untuk memasuki lapangan dan mengumpulakan data. Persiapan diri
untuk memasuki lapangan ini dimaksudkan agar peneliti siap secara teknis dan

mental untuk melakukan penelitian.

Tahap ketiga, yaitu analisis data, tahapan ini melakukan analisis data untuk
mengatur, mengel ompokan, memberikan kode dan mengkatagorikan dari berbagai
infformasi yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini dilakukan peneliti selesai
melakukan penggalian berbagai sumber informasi yang diperoleh, kemudian
menulis hasil penelitian hal itu dilakukan saat data yang didapat sesuai dan tepat
untuk hasil penelitian. Selanjutnya tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini
meliputi: menyeminarkan hasil penelitian, merevis tesis penelitian, Mengikuti

ujian komprehensip.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kessmpulan

Hasil penelitian di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan adalah sebagai berikut.

5.1.1 Struktur Organisasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan

Pengorganisasian kebijakan pendidikan program Bantuan Operasiona Sekolah
Daerah (BOSDA), terdapat prosedur yang standar. Pengorganisasian diputuskan
oleh Bupati dengan membentuk tim yaitu tim koordinasi Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset (P2KA), yang didalamnya beberapa |lembaga atau instansi
terkait seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, pada masing-masing satuan pendidikan
terdapat tim pelaksana yang tugasnya untuk menyusun DRP kemudian
mengajukannya, mengatur dan mengelola dana. Tim pelaksana ditunjukan
langsung oleh kepala sekolah yang anggotanya terdiri dari bendahara sekolah,
beberapa orang guru, staf administrasi.

5.1.2 Mekanisme Implemnetass Kebijakan Pendidikan Program Bantuan

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way
Kanan

Mekanisme implementas kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA) cukup mengacu pada mekanisme dan prosedur, seperti
memahami dasar pelaksanaan kebijakan, sosiadlisasi, pelaksanaan disesuaikan

dengan pedoman praktek kerja (juklak dan juknis), identifikasi siswa SMA Negeri
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1 Kasui Way Kanan, pelaksanaan dan monitoring. Hasil dari implementasi
kebijakan pendidikan program Bantuan Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA)
ini mampu meningkatkan angka partisipas siswa SMA, mutu lulusan yang baik,

sehingga memperkecil angka pengangguran padatingkat pendidikan SMA.

Proses pelaksanaan mengikuti elemen-elemen seperti, membentuk dan
mengarahkan unit organisas pelaksanaan program, menjabarkan tujuan,
menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan, dan pengalokasian dana bantuan

yang akan dikeluarkan per tri wulan.

5.1.3 Sistem Monitoring Implementas Kebijakan Pendidikan program
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1
Kasui Way Kanan

Monitoring implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan dilakukan secara
berkala proses monitoring terdapat penjadwalan yang terkadang masih belum
terkoordinir dengan jelas tanggal dan bulannya, namun disaat waktu
melaksanakan monitoring maka ada pemberitahuan terlebih dahulu. Target
monitoring adalah pertanggungjawaban pemakaian dan kesesuaian administrasi

dengan pelaksanaan, dan pelaporan.

5.14 Hambatan-Hambatan Implementasi Kebijakan Pendidikan program
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1
Kasui Way Kanan

Hambatan didalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini
masih terdapat kendala seperti, (1) masih terdapat pencairan dana tidak tepat
waktu, (2) masih terdapat ketidakdisiplinnya pihak sekolah dalam pelaporan dan
pengumpulan data, (3) masih terdapat kekurangan tenaga teknisi dalam program,

(4) agenda monitoring belum konsisten dalam penjadwalan monitoring, (5)
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pemangku kebijakan sebaiknya dapat lebih terbuka dan konsisten dalam
penyusunan SPJ dan RAPBS. Hambatan-hambatan yang terdapat didalam
implementasi  kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) semestinya dapat diatasi supaya implementasi kebijakan dapat

berjalan dengan baik dan terprosedur serta meningkatkan kualitas program.

5.1.5 Respon Pemangku K ebijakan (Stakeholder)

Respon tersebut terdapat dua respon yaitu ada respon positif dan respon negatif.
Respon apapun semestinya menjadi evalua dan masukan yang mesti
dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil pelaksanaan program yang maksimal
sesuia dengan tujuan kebijakan pendidikan pemerintah daerah yang berupaya

memajukan pendidikan dan dan meningkatkan angka partisipasi siswa.

Sebuah program dengan keputusan dan pertimbangan yang matang dapat
melahirkan suatu program demi kemajuan pendidikan di pemerintah kabupaten
Way Kanan, dengan adanya program tersebut diharapkan masyarakat Way Kanan
dapat meningkatkan kesadaranya untuk terus mendukung program tersebut, dan
diharapkan dengan adanya program Bantuan Operasiona Sekolah Daerah
(BOSDA) ini dapat melahirkan masyarakat yang besumber daya yang berkualitas

serta dapat memajukan kabupaten Way Kanan.

Dibalik itu semua terdapat faktor dalam pengelolaan dengan bak agar
menghasilkan sumber daya yang jauh lebih berkualitas. Adapun hal-ha yang
mampu dihasilkan dari Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

ini diantaranya.
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Memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak usia sekolah untk
dapat melanjutkan ke bangku sekolah yang lebih tinggi.

Mampu mengurangi tingkat kebodohan, dan pengangguran.

Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dapat dilihat dari lulusan yang
berprestasi.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menyekolahkan anak-
anaknya.

Memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Way Kanan untuk
mengurangi beban biaya pendidikan, juga berhasil meningkatkan Angka

Partisipasi Siswa.

5.2 Implikasi

521

5.2.2

5.2.3

Sistem organisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan program
Bantuan Opersional Sekolah Daerah (BOSDA) dilakukan sesuai proses
dan prosedur yang ada maka mengasilkan struktur organisasi yang
terstruktur.

Mekanisme implementas kebijakan pendidikan program Bantuan
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), mengacu pada prosedur dan
berdampak pada kegiatam pelaksanaan sesuai dengan aturan dan program
yang telah ditentukan.

Sistem monitoring yang dilakukan secara berkala dilakukan setiap
triwulan dan proses monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan
inspektorat, dalam pel aksanaan monitoring yang menjadi fokus monitoring
adalah kesesuaian dana dalam penggunaan serta pertanggungjawaban

dana
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Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan dapat
menjadi kendala dalam pelaksanaan program oleh sebab itu perlu adanya
koordinas dan konsistensi dalam pelaksanaan program supaya terbentuk
program kebijakan yang berkualitas serta terprosedur sesuai dengan tujuan
program.

Respon/tanggapan dari pemangku kebijakan (stakeholder), respon yang
terdapat dalam suatu program kebijakan pendidikan menjadi masukan dan
kritisi yang bersifat membangun serta menjadi motivasi kinerja program

supaya program dapat berjalan dengan sesuai harapan.

5.3 Rekomendasi/Saran

Mengacu pada kesmpulan di atas, peneliti memberikan saran/rekomendasi

sebagal berikut:

531

532

Secara teoritis,

Bagi pendliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian serupa
diharapkan dapat lebih banyak informasi implementasi kebijakan
pendidikan sehingga hasil yang didapat lebih baik dan mendalam.

Secara Praktis,

5.3.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan,

Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat melanjutkan program Bantuan
Operasiona Sekolah Daerah (BOSDA), serta dapat mengevaluasi
program. Pemerintah kabupaten Way Kanan dapat membuat program
pendidikan lanjutan karena program tersebut dianggap dapat memberikan
bantuan layanan pendidikan dan akses pendidikan yang bertujuan

meringankan beban biaya operasional sekolah, sehingga masyarakat
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mendapatkan keringanan biaya serta siswa dapat  melanjutkan

pendidikannya kejenjang lebih tinggi. Kebijakan pendidikan di Kabupaten

Way Kanan dapat memberikan bantuan pendidikan yang bertujuan untuk

meningkatkan sumber daya manusia, yang berdampak pada kemajuan

Kabupaten Way Kanan melaui pendidikan.

5.3.2.2 Bagi Pemangku K ebijakan (Stakehol der)

1. Pihak sekolah diharapkan dapat mengelola sumber dana yang ada
dengan sebaik mungkin. Hendaknya dilakukan subsidi silang sehingga
dana yang mengalami kekurang dapat terpenuhi, sekolah dapat bekerja
sama dengan komite sekolah serta berkreatifitas untuk dapat bersama-
sama memgukan sekolahnya tidak hanya mengandalkan dan
bergantung dana dari pemerintah sga, sekolah dan komite dapat
bermusyawarah untuk membicarakan kebutuhan anggaran sekolah
melalui rapat komite agar kendala yang dihadapi dapat dihadapi
bersama. Sekolah dan komite harus dapat bersinergi untuk dapat
memajukan sekolahnya dan berusaha mandiri mengelola managemen
sekolah untuk dapat meningkatkan pelayanan pendidikan dengan
mengutamakan mutu pndidikan.

2. Tenaga pendidik sebaiknya dapat terus mempunyai motivasi dan
semangat yang tinggi serta mendidik peserta didik walaupun terkadang
honoran terkadang tersendat.

3. Siswa seharusnya lebih semangat dan termotivasi untuk dapat belgjar
dengan baik karena tidak memikirkan masalah beban biaya yang

tinggi, dan jangan kehilangan semangat untuk bersekolah, karena
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pendidikan adalah tonggak kemajuan suatu wilayah jadi haruslah terus
semangat dalam belgjar.

Masyarakat dan orang tua hendaknya lebih memahami pentingnya
pendidikan, bukan hanya biaya yang murah. Jangan selalu
mengandalkan bantuan dari pemerintah saja bersikaplah mandiri demi
kemajuan diri sendiri dan berdampak pada suatu wilayah itu sendiri.
Meningkatkan kesadaran yang tinggi akan pendidikan itu hal yang
terpenting untuk kemajuan generasi muda, bagi masyarakat dan orang
tua diharapkan tidak merasa terbebani untuk menyekolahkan anak-
anaknya karena pasti ada timbal balik yang baik untuk masa depan
anda semua, mari kita semua sadar pentingnya pendidikan supaya
tercipta suatu wilayah yang bersumber daya manusia yang berkualitas,
masyarakat yang mandiri dan mempunyai pemerintahan daerah yang
peduli, bersih, berdedikasi, dan selalu memproritaskan rakyatnya, jika
hal itu dapat terwujud maka Kabupaten Way Kanan dapat menjadi
kabupaten yang berkualitas, dan pastinya akan berdampak pada

kemajuan suatu negara.
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